
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/ 144 /B.OS/HK/2017
 

TENTANG 

PENUNJUKAN KUASA PtNGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT
 
KOMITMEN (PPK), PEJABA PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
 
(PPSPM), BENDAHARA PE GELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 
NEGARA (APBN)/DEKONS NTRASI PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
 

DAERAH SEK ETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
TAHUN ANGGARAN 2017
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

~ 

Membaca Nota Dina Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
Sekretariat aerah Provinsi Lampung Nomor : 42jIIjBAKj01j2017 
tanggal 16 Februari 2017 Hal Usulan KPA, PPK, PPSPM dan 
Bendahara engeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) TA. 017; 

Menimbang a.	 bahwa d lam rangka tertib administrasi, kelancaran pe1aksanaan 
dan pe gelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari 
Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)jDekonsentrasi 
Tahun nggaran 2017 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi 
Daerah ekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk 
Kuasa P ngguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitrnen 
(PPK), Pe abat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), 
dan Ben ahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara ( PBN)jDekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dad 
segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud 
sesuai d ngan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga 
(RKA-KL) yang bersangkutan; 

b.	 bahwa ejabatjPegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkatj 
Golonga , dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputus n ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk 
ditunjuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , 
Pejabat mbuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Suraf 
Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluararr 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)jDekonsentrast 
Tahun A ggaran 2017; 

c.	 bahwa se ubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut 
di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib perlu 
menunju jmengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat 
Pembuat omitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah 
Membaya (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapat n dan Belanja Negara (APBN)jDekonsentrasi pada Biro 
Pemerint han dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan 
Keputusa Gubernur Lampung; 

i 
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Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganMengingat	 1. Undang 
Negara; 

2.	 Undang Undang Nomor	 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

3.	 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuang n antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

4.	 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5.	 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendap tan dan Be1anja Negara Tahun Anggaran 2017; 

6.	 Peratur n Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pelaksa aan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

7.	 Peratur n Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggar n Pendapatan dan Be1anja Negara Tahun Anggaran 2017; 

8.	 Peratur n Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Lampu , . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUS N GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUN ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
(PPK), ABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH 
MEMBAYA (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN 
PENDAPA AN .DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI 
PADA BI 0 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 
SEKRETA IAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 
2017. 

'-, KESATU	 Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
Pangkat/G longan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, 
kolom 8 d n kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , 
Pejabat Pe buat Komitmen (PPK) , Pejabat Penandatangan Surat 
Perintah M mbayar (PPSPM), dan Bendahara Penge1uaran dengan 
nama prog arrr/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 
Lampiran eputusan ini. 

KEDUA	 Kuasa Pen memiliki tugas dan wewenang sebagai 
berikut: 

a. menyus n Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 

b.	 panitiay pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan 

c.	 menetap pelaksanaan kegiatan dan rencana 
pencair 

d.	 melaku n tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 
Belanja egara; 

e.	 melakuk n pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas 
beban a ggaran negara; 

menetap an' 
kegiatan dan anggaran; 



- 3	 ­

f.	 member kan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan 
kegiata dan anggaran; 

g.	 mengaw si penatausahaan dokumen dan transaksi yang 
berkaita dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan 

h.	 menyus n 'laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan 
Peratur n Perundang-undangan. 

KETIGA Pejabat Pe	 buat Komitmen memiliki tugas dan wewenang: 

a.	 menyus n rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana 
pencair n dana; 

b.	 menerbi kan Surat Penunjukan Penyedia BarangjJasa; 

c.	 membu t, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan
/--. Penyedi Barang/Jasa; 

d.	 melaksa akan Kegiatan swakelola; 

e.	 member tahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas 
perjanji n yang dilakukannya; 

alikan pelaksanaan perikatan; 

menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih 
kepada egara; 

h.	 membu t dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran atau 
dokume lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah 
Pembay ran"; 

1.	 melapor an pelaksanaanjpenyelesaian Kegiatan kepada Kuasa 
Penggu a Anggaran; 

J.	 menyer kan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada 
Kuasa P ngguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan; 

k.	 menyim an dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksa aan Kegiatan; dan 

1.	 melaksa akan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan 
dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 
Belanja egara, 

KEEMPAT Pejabat Pe	 andatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki 
ewenang: 

kebenaran Surat Perintah Pembayaran atau dokumen 
g dipersamakan dengan Surat Perintah Pembayaran 
okumen pendukung; 

b.	 dan mengembalikan Surat Perintah Pembayaran, 
apabila idak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 

c.	 membeb nkan tagihan pada mata anggaran yang telah 
disediak n; 

d.	 menerbi kan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang 
dipersa akan dengan Surat Perirrta.h Membayar; 

e.	 menyim an .dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 

f. 

g. 

tugas dan 

a. 



f. 

g. 
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an pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran 
uasa Pengguna Anggaran; dan 

nakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan 
dengan elaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 

KELIMA	 Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas : 

a.	 meneri a dan menyimpan uang persediaan; 

b.	 melaku an pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui 
uang pe sediaan; 

c.	 melaku an pembayaran yang dananya berasal dari uang 
persedi an berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran; 

d.	 menola petintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi 
persyar tan untuk dibayarkan; 

e.	 melaku anpemotonganjpemungutan dari pembayaran yang 
dilakuk nnya atas kewajiban kepada Negara 

f.	 menyet rkan pemotonganjpemungutan kewajiban kepada Negara 
ke reke ing Kas Umum Negara; 

g.	 menata sahakan transaksi uang persediaan; 

h.	 menye1e ggarakan pembukuan transaksi uang persediaan; 

1.	 mengelo a rekening tempat penyimpanan uang persediaan; 

J.	 menya paikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada 
Badan	 emeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum 

an 

k. kan tugas ke bendaharaan lainnya. 

Mendelega ikan 

Negara; 

KEENAM wewenang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 
Penandata gan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara 
Pengeluara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN}j 
Dekonsent si pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, yang 
ditandatan ani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi 
Pembangu an Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

KETUJUH	 Apabila na a Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , Pejabat Pembuat 
Komitmen PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 
(PPSPM), an Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam 
Dokumen I ian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan 
nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap 
sah sebag i Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , Pejabat Pembuat 
Komitmen PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 
(PPSPM), d n Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana 
ditetapkan an tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDELAPAN	 Hal-hal ya g belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis 
pelaksanaa nya berpedoman kepada Peraturan Perundang­
undangan ang berlaku. 
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KESEMBILAN Keputusa mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki 
daya laku surut terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017, dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Ke utusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal QJ... - ~ - 2017 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Tembusan: 
I.	 Ketua BPK RI di Jakarta; 
2.	 Menteri Dalam Negeri RI di Jaka 
3.	 Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
4.	 Kepala BPK RI Perwakilan Provi si Lampung di Bandar Lampung; 
5.	 Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN)
 

Provinsi Lampung di Bandar La pung;
 
6.	 Inspektur Provinsi Lampung di B ndar Lampung; 
7.	 Kepala Bappeda Provinsi Lampu g di Telukbetung; 
8.	 Kepala Badan Keuangan Daerah rovinsi Lampung di Telukbetung; 
9.	 Kepala Biro Hukum Setdaprov La pung di Telukbetung; 
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Ta iungkarang di Bandar Lampung; 
II.	 Kepala KPPN Cabang Bandar La pung di Bandar Lampung; 
12. Direktur Utama PT Bank Lampu g di Telukbetung. 
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LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR : G/ t4.Lt /B.05/HK/2017 
TANGGAL : aJ.· 3 - 2017 

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABATIPNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT
 
PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA
 

PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
 
PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

TAHUN ANGGARAN 2017
 

NO. 

1 

SURAT 
PENGESAHAN 

MATADAFTARISIAN 
ANGGARANPELAKSANAAN 

ANGGARAN 

2 3 

PROGRAM! 
KEGIATAN 

4 

DANA(Rp) 

5 

KUASA PENGGUNA PEJABATPEMBUAT 

ANGGARAN KOMITMEN 

6 7 

PEJABAT 
PENANDATANG 

ANSURAT 
PERlNTAH. 

MEMBAYAR 
(PPSPM) 

8 

\ 

1. SP DIPA­ (010) 
010.04.3. (04) 
129074/2017 (12) 
07-12-2016 (129074) 

- 807.100.000,- Chandri, SH -
NIP. 19600109198603 1005 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

Kepala Biro Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah Setdaprov 

Lampung 

-

1.1 SP DIPA­ 010.04.08. 
GIV.G· .3-;--- ­ f--- ­

129074/2017 
07-12-2016 

Program Bina 
Anmmrstrast 
Kewilayahan 

807.100.000,­
1----

Chandri, SH -
NIP. 19600109 198603 1 003­

f---

Pembina Utama Muda (IV/c) 
Kepala Biro Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah Setdaprov 
Lampung 

TOBR!, S.Sos 
NIP. 19631009 
198401 1001 
Penata Tk. I 

(III/d) 

1.1.1 SP DIPA­ 010.04.08. 
010.04.3. 1237 
129074/2017 
07-12-2016 

Penyelenggaraan 
Hubungan Pusat 
dan Daerah serta 
Kerja Sarna 
Daerah. 

257.100.000,- Chandri, SH lr. Indra AA. 
NIP. 19600109 198603 I 005 Minpaduka 
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640310 

Kepala Biro Pemerintahan dan 199003 1007 
Otonomi Daerah Setdaprov Pembina Tk. I (IVIb) 

Lampung 

TOBRI, S.Sos 
NIP. 19631009 
198401 1001 
Penata Tk. I 

(III/d) 

BENDAHARA
 
PENGELUARAN
 

9 

-

• <;:pDevi T<", 

NIP. 19791225
 
2014072003
 

Penata Muda (III/a)
 

Devi Komalasari, SE
 
NIP. 19791225
 
2014072003
 

Penata Muda (III/a)
 

KETERANGAN 

. 

10 

Biro Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 
Setdaprov. Lampung 

R;rn ~ 

dan Otonomi Daerah 
Setdaprov. Lampung 

Biro Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 
Setdaprov. Lampung 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.2 SP DIPA­
010.04.3. 
129074/2017 
07-\2-2016 

OlO.04.08. 
\240 

Fasilitasi 
Pencegahan 
Penanggulangan 
Bencana dan 
Kebakaran 

250.000.000,- Chandri, SH 
NIP. 19600[09198603 [ 005 
Pembina Utama Muda (lV/c) 

Kepala Biro Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah Setdaprov 

Lampung 

Muhammad 
Fadli, SH 

NIP. [96201 [0 
199303 I 007 

Pembina Tk. I ([VIb) 

TOBR[, S.Sos 
NIP. 1963[009 
198401 1 001 
Penata Tk. I 

(III/d) 

Devi Komalasari, SE 
NIP. 19791225 
2014072003 

Penata Muda (III/a) 

Biro Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 
Setdaprov. Lampung 

1.1.3 SP DIPA­
010.04.3. 
129074/20[7 
07-12-20[6 

010.04.08. 
1241 

Penataan Wilayah 
Adm inistras i, 
Penegasan Batas 
Daerah, dan 
Toponimi 

300.000.000,- Chandri, SH 
NIP. 19600109 [98603 [ 005 
Pembina Utama Muda (lV/c) 

Kepala Biro Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah Setdaprov 

Lampung 

Ir. lndra AA. 
Minpaduka 

NIP. 19640310 
199003 I 007 

Pembina Tk. I (IV/b) 

TOBR[, S.Sos 
NIP. 19631009 
198401 1 001 
Penata Tk. I 

(III/d) 

Devi Komalasari, SE 
NIP. 19791225 
2014072003 

Penata Muda (III/a) 

Biro Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 
Setdaprov, Lampung 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

M.RID 
(
 

(
 


